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ABSTRAK 

Nadiya Rahmi Ansuri    : Tinjauan Penerapan Tapping Box Sebagai 
Sarana Dalam Meningkatkan Penerimaan 
Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kota 
Padang 

Pembimbing                    : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak 
        

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penerapan tapping 
box di Kota Padang sebagai sarana yang digunakan untuk memantau penerimaan 
pajak hotel dan pajak restoran yang sistem pemungutan kedua objek pajak tersebut 
bersifat self assessment. Agar tidak terjadinya kecurangan wajib pajak dalam 
melaporkan pajak, dengan diterapkannya tapping box ini diharapkan penerimaan 
pajak daerah dapat maksimal. 

Penelitian menggunakan metode deskriptif dimana penelitian ini 
mendeskripsikan gambaran suatu fenomena yang terjadi dalam sebuah penelitian. 
Teknik pengumpulan data bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Badan 
Pendapatan Daerah Kota Padang. 

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah 
Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tapping box di 
Kota Padang sudah berhasil menjadi solusi dalam meningkatkan penerimaan pajak 
hotel dan restoran. Adanya pandemi covid-19 di tahun 2020 hingga 2021 
menyebabkan penerapan tapping box belum mampu meningkatkan penerimaan 
pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang. Adapun upaya yang dilakukan 
Badan Pendapatan Daerah terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan 
tapping box di Kota Padang dinilai sudah optimal. 
Kata Kunci : Tapping Box, Pajak Hotel, Pajak Restoran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan yang terus berkembang setiap tahunnya disertai dengan 

meningkatnya jumlah penduduk merupakan salah satu beban pembangunan 

yang perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah. Dalam upaya penyelesaian 

masalah ini tentu juga memerlukan peran secara berkesinambungan. Dalam 

pelaksanaan pemerintahan, negara memobilisasi dana pembangunan melalui 

sumber pendapatan nasional. Negara juga memusatkan pajak negara sebagai 

pajak pusat dan pajak daerah untuk masing-masing daerah agar bisa 

memfokuskan kesejahteraan pada tiap daerah. 

Setiap daerah diharapkan mampu memanfaatkan seluruh potensi dan 

sumber daya yang ada, sehingga dapat menjadi penunjang daerah tersebut 

dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri. Hal tersebut 

berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun pemerintah daerah kerap kali 

dihadapkan dengan masalah pendapatan daerah yang terbatas, sehingga dana 

untuk pembiayaan pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah 

pusat. Agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan 

mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah (sekarang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) 

tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, kewenangan pemerintahan 

merupakan tanggung jawab daerah itu sendiri, dan dengan adanya otonomi 

daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah 

untuk mengatur dan mengontrol anggarannya sendiri, kekuasaan ini berguna 

demi memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerah melalui 

Pendapatan Asli Daerah. PAD sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan 

suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD 

yang tinggi. 

Pelaksanaan otonomi daerah dengan menempatkan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sebagai tumpuan perekonomian sesuai dengan potensi daerah 

sebagai wujud desentralisasi. Hal ini merupakan hal yang sangat baik bagi 

perkembangan pembangunan daerah di Indonesia yang tentunya juga 

diharapkan membawa dampak positif bagi peningkatan pelayanan, 

peningkatan kesejahteraan, dan terjaminnya kehidupan masyarakat yang lebih 

baik. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran dan 

diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan daerah 



3 
 

 
 

bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah 

merupakan retribusi daerah yang dibayarkan atas jasa atau izin yang diterbitkan 

dan/atau diberikan secara terpisah oleh pemerintah daerah tertentu untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. (Mardiasmo, 2015). 

Pada pengelolaan pajak daerah, pajak provinsi dikelola oleh 

Pemerintah Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota dikelola oleh Pemerintah 

setempat. Pemerintah Kota Padang menunjuk Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) sebagai badan yang memungut pajak daerah Kota Padang. Terdapat 

beberapa jenis pajak daerah yang dipungut termasuk pajak hotel dan pajak 

restoran. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, 

pajak hotel merupakan pajak atas jasa yang disediakan oleh hotel. Sedangkan 

pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh resroran, 

walaupun pada dasarnya pemungutan pajak ini bersifat self assessment, yaitu 

wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke 

Badan Pendapatan Daerah. Sistem ini akan berjalan dengan baik jika 

masyarakat memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi.  

Keberhasilan self assessment ini tidak dapat dicapai tanpa kerja sama 

yang baik antara fiskus dan wajib pajak. Penagihan pajak melalui self 

assessment memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Namun dalam 

penerapannya, laporan wajib pajak seringkali tidak sesuai dengan kenyataan 

sebenarnya sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak 

diinginkan seperti kecurangan atau kebocoran pajak yang dilaporkan. Untuk 
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mengantisipasi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI 

mencanangkan program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi 

(Korsupgah). Dimana tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan 

daerah melalui pajak daerah dengan menggunakan tapping box dengan 

menargetkan hotel dan restoran. Adanya penerapan tapping box ini dapat 

membantu mengatasi permasalahan pajak sehingga sistem pemungutan self 

assessment dapat didukung dengan monitoring online yang disebut smart tax 

yaitu teknologi yang menggabungkan teknologi informasi dan pelayanan 

pajak. 

Pemerintah Kota Padang bersama Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

mengintensifikasikan pajak dengan membuat kebijakan terkait pengawasan 

dengan menggunakan tapping box. Tapping box merupakan perangkat berupa 

printer yang memiliki sistem operasi dan terhubung ke sistem pemerintah 

secara online yang membantu pemerintah memantau semua transaksi 

pendapatan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh tiap toko/merchant. 

Tujuan pemasangan tapping box ini untuk mengawasi dan memantau langsung 

setiap transaksi yang masuk ke wajib pajak secara real-time dari waktu ke 

waktu secara akurat. Nantinya data tersebut akan dikirimkan ke server bapenda 

dalam bentuk data sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk 

membayar pajak dan meminimalisir manipulasi data, serta sebagai pembanding 

antara jumlah transaksi wajib pajak yang ada dan jumlah pembayaran yang 

harus disetorkan ke kas daerah dalam hal Bank Nagari sebagai Bank persepsi 
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pemerintah Kota Padang. Untuk mendukung pengawasan dan pemantauan 

pembayaran wajib pajak terhadap pelaku usaha tersebut. Berdasarkan Perwako 

Padang Nomor 15 Tahun 2017, ada dua jenis pajak daerah yang diawasi 

menggunakan tapping box yaitu pajak hotel dan pajak restoran. 

Pemerintah Daerah Kota Padang menerbitkan Peraturan Walikota 

Padang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Online Data Transaksi 

Pembayaran Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.  Dengan 

dikeluarkannya Perwako tersebut, pencatatan data transaksi yang terjadi 

diantara wajib pajak, pemungutan, pembayaran, dan pelaporan pajak 

diharapkan menjadi lebih efesien, efektif, tertib, dan dapat mencegah fraud. 

Pemasangan tapping box pertama kali di Kota Padang dimulai pada September 

2019. 

Kota Padang sebagai Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat  dan kota 

dengan perekonomian terbesar nomor 1 di Sumbar berpotensi memiliki pajak 

daerah yang lebih besar dibanding kota-kota/kabupaten lain di Sumbar. 

Terutama pada pajak hotel dan restoran yang sebagian besar termasuk ke dalam 

sektor pariwisata, apalagi dalam 10 tahun terakhir, perhotelan dan resto/cafe 

menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Tren staycation menjadikan hotel 

sebagai destinasi favorit di kalangan masyarakat. Karena itu, para pengusaha 

hotel berlomba-lomba meningkatkan fasilitas pelayanan hotelnya. Penghasilan 

utama hotel yang diperoleh dari selain penyewaan kamar atau ruangan untuk 

acara seperti seminar, rapat,dll. Selain itu, penghasilan lain seperti penyewaan 
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bagian tempat dari hotel dapat dijadikan toko, ATM, spa, laundry, pusat 

kebugaran dsb.  

Pada bisnis restoran, Kota Padang juga menjadi salah satu dampak 

perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Para investor atau pengusaha 

yang kemudian banyak mendirikan usaha makan dan minum di Kota Padang. 

Untuk meminimalisir ketidak taatan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya 

agar tidak terjadi penunggakan pajak sehingga mengakibatkan penurunan 

penerimaan pajak hotel dan restoran, oleh karena itu pemerintah daerah 

mengoptimalisasi penerapan tapping box guna meningkatkan potensi pajak 

hotel dan restoran di Kota Padang, namun masih ada wajib pajak yang enggan 

membayarkan pajak sehingga menunggak pajak dan tidak jujur dalam 

melaporkan pajak yang terutang sehingga terjadi indikasi penggelapan yang 

dilakukan oleh pihak manajemen.  

Dilansir dalam berita BPK Sumbar pada tahun 2022 ditemukan 

beberapa hotel di Padang yang tidak transparan dalam menjelaskan pendapatan 

yang diterima. Total kerugian pajak dari hotel-hotel tersebut sebesar Rp. 154 

juta lebih dari hasil pemeriksaan anggaran di tahun 2021.  

Melansir berita bapenda.padang.go.id pada September 2022 diketahui 

terdapat puluhan wajib pajak restoran yang tapping boxnya tidak aktif. Tidak 

aktifnya tapping box tentu akan mengganggu proses input data pajak dari 

restoran ke Bapenda Kota Padang. Tapping box diperlukan agar transaksi dapat 

diketahui oleh Bapenda Kota Padang melalui aplikasi. Maka dari itu, 

Pemerintah Daerah akan terus mendorong peningkatan penerimaan pajak 
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melalui tapping box. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan 

Daerah Kota Padang berikut jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran di 

Kota Padang: 

 

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota 
Padang Tahun 2016-2019 

Jenis 
Pajak 

2016 
 

2017 2018 2019 

Pajak 
Hotel 

26.332.513.864 
 

31.458.525.178 37.103.700.301 41.246.273.620 

Pajak 
Restoran 

26.414.816.715 
 

33.553.339.240 39.822.244.807 51.140.836.591 

Jumlah  52.747.330.579  65.011.864.418 76.925.945.108 92.387.110.211 

       Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2023 

Berdasarkan tabel 1 diatas jumlah selisih peningkatan penerimaan 

pajak hotel dan restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebelum 

diterapkannya tapping box tidak terlalu signifikan. Peningkatan paling besar 

terjadi pada 2019 dengan jumlah penerimaan Rp.92.387.110.211. 

Kesimpulannya bahwa peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran 

mengalami peningkatan khususnya pada tahun pelaksanaan penerapaan 

tapping box yaitu di tahun 2019. Namun untuk melihat penerapan tapping box 

ini apakah mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran dalam 

jangka panjang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Penerapan Tapping 

Box Sebagai Sarana Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan 

Pajak Restoran di Kota Padang  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan permasalahan yang akan 

di bahas pada tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana hasil dari penerapan Tapping Box terhadap Penerimaan Pajak 

Hotel dan Pajak Restoran di Kota Padang? 

2. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi BAPENDA dalam menerapkan 

Tapping Box di Kota Padang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan, yaitu: 

1. Untuk dapat mengetahui hasil dari penerapan Tapping Box terhadap 

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang. 

2. Untuk dapat mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) terhadap penerapan Tapping Box di Kota 

Padang dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di 

Kota Padang. 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak yaitu : 

1. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai 

penerapan Tapping Box terhadap pajak hotel dan pajak restoran di Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang 
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2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas 

lulusan manajemen pajak dan siap menghadapi perkembangan bagi 

kemajuan ilmu perpajakan 

3. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang dalam mengoptimalkan dan 

mengevaluasi mengenai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


